BAB V
PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI

A. Pendapat Hukum

Berdasarkan penjabaran pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diuraikan
pendapat hukum sebagai berikut :

1. Langkah hukum yang dapat ditempuh Masyarakat Kampung Muara
Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi
Kalimantan Timur yaitu mereka dapat melakukan penyelesaian
sengketa di luar Pengadilan serta dapat melakukan penyelesaian
sengketa melalui Pengadilan, dimana diperbolehkan adanya gugatan
dengan perwakilan gugatan kelompok sesuai dengan Peraturan MA
Nomor 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Hal
ini dilakukan sebagai bentuk pengayoman pada hak-hak masyarakat
yang dirugikan oleh orang lain dan diberikan untuk masyarakat dengan
menerapkan beberapa sanksi bagi pelanggar agar memperoleh tujuan
perlindungan hukum, atas hak kebersihan sungai Ngahan dari
pencemaran kegiatan pertambangan batubara milik PT Kencana Wilsa
terhadap masyarakat kampung Muara Asa, Kecamatan Barong
Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.

2. Masyarakat Kampung Muara Asa, Kecamatan Barong Tongkok,
Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur berhak atas ganti

kerugian dan pemulihan kembali kebersihan air Sungai Ngahan
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terhadap PT Kencana Wilsa, melalui ketentuan bahwa bagi pemegang
Persetujuan Lingkungan wajib menyediakan dana penjaminan untuk
pemulihan fungsi lingkungan hidup. Dana penjaminan disimpan di bank
Pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat
dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi
lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan. Ketentuan
tersebut diatur sesuai dengan Perubahan Pasal 55 Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

. Syarat agar Masyarakat Kampung Muara Asa, Kecamatan Barong
Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dapat
menuntut ganti kerugian dan pemulihan air Sungai Ngahan terhadap PT
Kencana Wilsa ialah harus melakukan pembuktian bahwa pencemaran
air sungai Ngahan ialah dampak dari kegiatan penambangan batubara
yang dilakukan oleh PT Kencana Wilsa. Penggantian air tandon dengan
memperbaiki settling pond PT Kencana Wilsa saja tidak cukup menutup
adanya kemungkinan ganti rugi yang harus diperjuangkan oleh
Masyarakat Kampung Muara Asa, Kecamatan Barong Tongkok,
Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Penyelesaian
sengketa di luar Pengadilan, tidak mendapatkan titik temu antara kedua
pihak. Sehingga syarat agar masyarakat kampung Muara Asa,

Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi
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Kalimantan Timur dapat menuntut ganti kerugian dan pemulihan air
Sungai Ngahan terhadap PT Kencana Wilsa dengan penyelesaian
sengketa melalui Pengadilan, yaitu pertama bahwa masyarakat
kampung Muara Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai
Barat, Provinsi Kalimantan Timur dapat melakukan gugatan perwakilan
kelompok (melakukan class action), dimana anggota kelompok harus
memiliki kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum
serta kesamaan jenis tuntutan yaitu pencemaran sungai Ngahan di
kampung Muara Asa akibat dari kegiatan pertambangan batubara oleh

PT Kencana Wilsa.

B. Rekomendasi

Pada kasus pencemaran sungai Ngahan yang merugikan masyarakat
kampung Muara Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat,
Provinsi Kalimantan Timur seharusnya PT Kencana Wilsa melakukan duduk
bersama dengan semua tokoh masyarakat Kampung Muara Asa dengan
menghadirkan pihak ketiga yaitu pihak Pemerintah Daerah serta pihak Ahli
Lingkungan Hidup yang pada pertemuan tersebut dapat menghasilkan
kesepakatan bersama terkait dengan :

1. Pembuktian kadar pencemaran lingkungan hidup yang mencemari
sungai Ngahan di Kampung Muara Asa

2. Kesepakatan besaran ganti rugi yang seharusnya diberikan kepada
masyarakat kampung Muara Asa, Kecamatan Barong Tongkok,

Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT Kencana
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Wilsa berdasarkan bukti kadar pencemaran lingkungan hidup di sungai
Ngahan.

. Usaha kegiatan penambangan batubara PT Kencana Wilsa harus sesuai
dengan tujuan pembangunan ekonomi Nasional, dengan memberikan
mata pencaharian kepada penduduk sekitar agar dapat bersinergi serta
melakukan standar pengelolaan lingkungan hidup yang lebih
ditingkatkan agar terhindar dari kebocoran pencemaran limbah di aliran

sungai Ngahan.
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